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Abstract  
The purpose of this study was to determine the Secretariat Performance of the Regional 
Revenue Agency of Central Sulawesi Province in the Provision of Additional Employee Income 
(TPP). The foundation of the theory used is the Theory of Agus Dwiyanto (2006) which states that 
there are four factors in evaluating performance, namely productivity, service quality, 
responsiveness, responsibility, and accountability. This type of research is Qualitative Descriptive 
which seeks to interpret and interpret data that is pleasing to the facts, using purposive methods, 
data cursing and discussion with a qualitative analysis approach to collecting data and materials 
through observation and interviews with the number of 6 informants. Based on the results of the 
discussion that the Secretariat Performance of the Regional Revenue of Central Sulawesi Province 
for Productivity, Service Quality, and Responsiveness has been maximized in the Provision of 
Additional Employee Income (TPP). However, for responsibility and accountability it has not run 
optimally in the Provision of Additional Employee Income (TPP) in the Regional Revenue Agency 
of Central Sulawesi Province due to the discipline of employees who have not gone well.  
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 PENDAHULUAN  
 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 
unsur utama dalan sumber daya manusia 
aparatur negara mempunyai peran yang sangat 
strategis dalam mengemban tugas 
pemerintahan dan pembangunan. Untuk 
menciptakan sumber daya manusia aparatur 
yang memiliki kompetensi diperlukan 
peningkatan mutu profesionalisme, sikap 
pengabdian dan kesetiaan dan perjuangan 
bangsa dan negara, semangat kesatuan dan 
persatuan dan pengembangan wawasan 
Pegawai Negeri Sipil. Era globalisasi telah 
membawa dampak terhadap tuntutan 
kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Disadari bahwa kebutuhan 
masyarakat dari hari ke hari semakin 
kompleks dan menantang untuk dihadapi 
secara profesional. Terutama dalam 
mewujudkan pelayanan masyarakat yang 
berkualitas oleh berbagai kalangan institusi 
birokrasi.   
Kinerja aparatur pemerintahan di 
sebagian besar wilayah pemerintahan masih 
menjadi sorotan tajam berbagai pihak sampai 
saat ini. Hal ini disebabkan masih rendahnya 
tingkat produktivitas dari mereka jika 
dibandingkan dengan kinerja karyawan yang 
bekerja di sektor swasta. Ada indikasi bahwa 
hal ini diantaranya disebabkan kurang 
jelasnya sistem penilaian kinerja dan 
kurangnya insentif yang diberikan pada aparat 
pemerintah untuk bisa lebih giat 
meningkatkan produktivitas kinerjanya 
(Apindo, 2014).  Kedua penyebab diatas pada 
dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang 
diterima oleh pegawai. Akan sulit bagi mereka 
untuk dapat bekerja dengan optimal apabila 
penghasilan yang diterimanya tidak sebanding 
dengan kontribusi yang mereka berikan. 
Sementara di pihak lain, ada segolongan kecil 
institusi/posisi yang mendapat banyak 
tambahan penghasilan diluar gaji pokok. 
Ketimpangan pendapatan tentunya berdampak 
negatif bagi instansi pemerintahan itu sendiri. 
Hal ini bukan saja akan menyebabkan 
menurunnya motivasi dan kinerja pegawai, 
tapi juga dapat memicu timbulnya praktek 
korupsi di instansi tersebut. Oleh karena itu, 
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tambahan penghasilan ini merupakan salah 
satu dari beberapa sumber penghasilan bagi 
Pegawai Negeri Sipil.   
 Berbeda dengan gaji dan tunjangan 
yang bersifat kelompok tambahan penghasilan 
ini dihitung dan diatribusikan pada setiap 
individu PNS sehingga kriteria pada tambahan 
penghasilan ditujukan untuk per individu 
sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 
Tahun 2014, tentang Kriteria Pemberian 
Tambahan Penghasilan bagi PNS 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah, maka konsekuensinya, Pemerintah 
Daerah yang memberikan tambahan 
penghasilan harus mengembangkan database 
penilaian. Dengan demikian penerapan 
tambahan penghasilan ini diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah masing-masing. Bagi 
Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan 
tambahan penghasilan, maka harus terdapat 
perhitungan yang rasional dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
dimaksudkan memberikan kesejahteraan bagi 
Pegawai Negeri Sipil agar dapat berjalan 
secara optimal. Instansi Pemerintah Daerah 
dalam mencapai sebuah tujuannya bergantung 
pada kinerja pegawai. Memberikan tambahan 
penghasilan sangat amat penting untuk 
menunjang kepuasan kinerja pegawai dan 
memotivasi bagi Pegawai Negeri Sipil bekerja 
aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas pegawai semakin baik dengan 
kualitas dan kuantitas terukur.   
Implementasi Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Sekretariat 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam pelaksanaannya sudah berjalan 
sesuai peraturan yang ada, namun dugaan 
awal peneliti bahwa masih terdapat 
permasalahan terkait dengan kinerja 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian 
tambahan penghasilan pegawai. Selanjutnya, 
Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan 
pengertian bahwa implementasi merupakan 
suatu proses yang melibatkan sejumlah 
sumber yang termasuk manusia, dana, dan 
kemampuan organisasional yang dilakukan 
oleh pemerintah maupun swasta (individu atau 
kelompok).  
 Berdasarkan observasi awal di Kantor 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi  Sulawesi Tengah yaitu dengan cara 
melakukan pengamatan langsung terhadap 
kinerja Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 
dengan melakukan evaluasi terhadap lima 
indikator kinerja yang dikemukakan oleh 
Agus Dwiyanto (2006) yaitu Produktivitas, 
Kualitas Layanan, Responsivitas,  
Responsibilitas, dan Akuntabilitas.  
Hasil observasi awal peneliti di lapangan 
menunjukkan bahwa pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) yang diatur dalam 
Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil belum 
meningkatkan kinerja dengan maksimal. Hal 
tersebut disebabkan oleh hasil evaluasi 
terhadap indikator responsibilitas dan 
akuntabilitas yang menunjukkan bahwa 
kedisiplinan menjadi satu di antara beberapa 
faktor penyebab kinerja yang belum maksimal 
tersebut. Di mana tujuan pemberian tambahan 
penghasilan bagi pegawai adalah untuk 
meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan 
kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta 
meningkatkan kesejahteraan pegawai. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Kinerja Sekretariat Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 




Jenis penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
tipe penelitian dengan deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah salah satu jenis penelitian 
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yang tujuannya untuk menyajikan gambaran 
lengkap mengenai setting social atau 
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi 
mengenai suatu fenomena atau kenyataan 
sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah 
variable yang berkenaan dengan masalah dan 
unit  yang diteliti antara fenomena yang diuji. 
Tujuan utama peneliti dalam melakukan 
penelitian deskriptif ialah untuk 
menggambarkan situasi atau objek dalam 
fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan 
karakteristik dari subjek dan objek tersebut 
diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian 
yang sebenarnya. Adapun lokasi penelitian ini 
adalah di Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu 
Provinsi Sulawesi Tengah. Sampel menurut 
Sugiyono (2010: 90), Selanjutnya, Pemilihan 
informan dalam penelitian ini diperoleh dalam 
melakukan wawancara yang dilakukan 
terhadap pegawai kantor Sekretariat Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
dengan mengunakan teknik purposive, yaitu 
dengan memilih orang-orang yang dianggap 
mengetahui dan mampu memberikan 
informasi yang relevan dengan fokus 
permasalahan yang akan diteliti.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kinerja dalam Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP)   
  Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
dimaksudkan memberikan kesejahteraan bagi 
Pegawai Negeri Sipil agar dapat berjalan 
secara optimal. Instansi Pemerintah Daerah 
dalam mencapai sebuah tujuannya bergantung 
pada kinerja pegawai. Memberikan tambahan 
penghasilan sangat amat penting untuk 
menunjang kepuasan kinerja pegawai dan 
memotivasi bagi Pegawai Negeri Sipil bekerja 
aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas pegawai semakin baik dengan 
kualitas dan kuantitas terukur. Implementasi 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
(TPP) Pada Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
pelaksanaannya sudah berjalan sesuai 
peraturan yang ada dan perlu dilakukan 
evaluasi terhadap peningkatan kinerja 
pegawai, yaitu:  
1) Produktivitas, konsep produktivitas tidak 
hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada 
umumnya dipahami sebagai rasio antara input 
dengan output. Konsep produktivitas dirasa 
terlalu sempit dan kemudian dengan mencoba 
mengembangkan satu ukuran produktivitas 
yang lebih luas dengan memasukkan seberapa 
besar pelayanan publik itu memiliki hasil 
yang diharapkan sebagai salah satu indikator 
kinerja yang penting; 2) kualitas layanan, isu 
mengenai kualitas layanan cenderung semakin 
menjadi penting dalam menjelaskan kinerja 
organisasi pelayanan publik. Banyak 
pandangan negatif yang terbentuk mengenai 
organisasi publik muncul karena 
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan yang diterima dari organisasi publik; 
3) responsivitas, kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan, 
mengembangkan program-program pelayanan 
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Secara singkat responsivitas 
disini menunjuk pada keselarasan antara 
program dan kegiatan pelayanan dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 
indikator kinerja karena responsivitas secara 
langsung menggambarkan kemampuan 
organisasi publik dalam menjalankan misi dan 
tujuannya, terutama untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 
rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan 
antara pelayanan dengan kebutuhan 
masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan 
kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi 
dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang 
memiliki responsivitas rendah dengan 
sendirinya akan memiliki kinerja yang rendah; 
4) responsibilitas, pelaksanaan kegiatan 
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organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip administrasi yang benar atau 
sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang 
eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, 
responsibilitas bisa saja pada suatu ketika 
berbenturan dengan responsivitas. Untuk lebih 
jelasnya, terkait dengan hasil penelitian 
berdasarkan lima indikator dalam melakukan 
evaluasi kinerja adalah sebagai berikut.  
  
Produktivitas  
Dalam upaya meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan di suatu 
perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor 
yang mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan tersebut. Banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 
baik yang berhubungan dengan tenaga kerja 
itu sendiri maupun faktor-faktor yang 
berhubungan dengan lingkungan perusahaan 
dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. 
Untuk mengetahui produktivitas kerja dari 
setiap karyawan maka perlu dilakukan sebuah 
pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran 
produktivitas tenaga kerja menurut sistem 
pemasukan fisik per orang atau per jam kerja 
orang ialah diterima secara luas, dengan 
menggunakan metode pengukuran waktu 
tenaga kerja (jam, hari atau tahun). 
Pengukuran diubah ke dalam unit-unit pekerja 
yang diartikan sebagai jumlah kerja yang 
dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja 
yang bekerja menurut pelaksanakan standar. 
Pada dasarnya sebuah organisasi atau 
perusahaan bukan saja mengharapkan para 
karyawannya yang mampu, cakap dan 
terampil, tetapi yang terpenting mereka mau 
bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai 
hasil kerja yang optimal. Oleh karena itu 
motivasi kerja sangat penting dan dibutuhkan 
untuk mencapai produktivitas kerja yang 
tinggi, sehingga tujuan daripada perusahaan 
dapat tercapai. Karyawan dapat bekerja 
dengan produktivitas tinggi karena dorongan 
motivasi kerja.  Untuk lebih jelasnya, terkait 
dengan produktivitas terkait dengan 
peningkatan kinerja melalui pemberian TPP 
adalah sebagai berikut sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Drs. Abd Wahab Harmain, Apt., MM., 
menyatakan bahwa:  
 “Pemberian TPP memberikan dampak yang 
positif bagi peningkatan kinerja pegawai yah. 
Saya merasa itu sebagai seorang pimpinan di 
Badan Pendapatan Daerah ini, karena 
dengan adanya TPP memberikan dampak 
terhadap para pegawai untuk memberikan 
yang terbaik terkait dengan kinerja mereka” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 
September 2018).  
  Hasil wawancara peneliti dengan 
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, Andi Hajidin, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:  
 “Sesuai dengan pernyataan bapak Kepala 
Badan, saya juga merasa setuju apabila 
dengan adanya TPP, maka memberikan 
dampak positif terhadap peningkatan kinerja. 
Setiap pegawai menjadi semangat untuk 
masuk kerja” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 11 Desember 2018).  
  Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Yudiansyah Latjinala, S.Sos., MAP, 
menyatakan bahwa:  
“Setelah adanya TPP menjadikan kami, harus 
semangat dalam hal kami harus membuktikan 
bahwa kami bekerja dengan lebih giat, 
sehingga memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan kinerja kami” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 17 
September 2018).  
Hasil  wawancara peneliti dengan 
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Andi Arianza, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:   
“TPP memberikan pengaruh yang positif bagi 
kami karena memberikan semacam dorongan 
agar kami dapat bekerja dengan lebih 
maksimal dibandingkan sebelum adanya 
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TPP” (Wawancara dilakukan pada tanggal 
17 September 2018).  
Hasil wawancara dengan Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian, Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novita, 
S.Sos., menyatakan bahwa   
“Para pegawai telah menjadi semakin baik, 
diukur dari kinerja pegawai yang sudah baik 
setelah adanya pemberian TPP. Betul menjadi 
semangat bagi mereka termasuk kami agar 
dapat bekerja dengan lebih baik lagi dan 
diharapkan bukan hanya dengan adanya 
pemberian tambahan penghasilan saja yang 
membuat kita semangat dalam bekerja, akan 
tetapi seterusnya harus menjadi lebih baik 
lagi” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 
September 2018).  
Hasil wawancara dengan Staf Sub 
Bagian Keuangan dan Asset, Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Siti Wardani, SE, MM., menyatakan bahwa:  
“Kami  menjadi semangat, dengan adanya 
TPP. Kami merasa sangat bersyukur karena 
TPP seperti bantuan bagi kami. Untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal, maka 
otomatis kami harus bekerja dengan lebih giat 
dibuktikan dengan kinerja kami yang 
maksimal” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 18 September 2018).  
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa TPP memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan kinerja para pegawai. 
Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatkan 
kinerja melalui hasil evaluasi kerja 
berdasarkan beban kerja oleh para pegawai di 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah setelah adanya 
pemberian tambahan penghasilan bagi para 
pegawai. Produktivitas pada umumnya 
dipahami sebagai rasio antara input dengan 
output. Konsep produktivitas dirasa terlalu 
sempit dan kemudian dengan mencoba 
mengembangkan satu ukuran produktivitas 
yang lebih luas dengan memasukkan seberapa 
besar pelayanan publik itu memiliki hasil 
yang diharapkan sebagai salah satu indikator 
kinerja yang penting.  
Kualitas Layanan  
Berkenaan dengan kesediaan atau 
kemauan pegawai dalam memberikan 
pelayanan yang cepat dan tepat kepada 
konsumen. Kecepatan dan ketepatan 
pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. 
Dalam arti seorang pegawai yang profesional 
dirinya akan dapat memberikan pelayanan 
secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang 
ditunjukkan melalui kemampuannya dalam 
memberikan pelayanan kepada konsumen. 
Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang 
dikatakan profesional apabila dirinya bekerja 
sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. 
Pekerjaan akan dapat dilakukan dan 
diselesaikan dengan baik secara cepat dan 
tepat apabila dilakukan oleh orang yang 
memiliki kemampuan sesuai dengan bidang 
pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan 
konsumen merupakan suatu amanat. Apabila 
amanat tersebut disia-siakan akan berdampak 
pada ketidakberhasilan dan kehancuran 
lembaga dalam memberikan pelayanan 
kepada konsumen. Untuk itu kepercayaan 
konsumen sebagai suatu amanat hendaknya 
tidak disia-siakan dengan memberikan 
pelayanan secara profesional melalui pegawai 
yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan 
mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan 
tepat.  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Drs. Abd Wahab Harmain, Apt., 
MM., menyatakan bahwa:  
“Hasil positif juga berdampak terhadap 
kualitas layanan, dengan adanya TPP 
memberikan dampak terhadap peningkatan 
kualitas layanan oleh para pegawai” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 
September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan 
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, Andi Hajidin, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:  
“Setelah adanya kebijakan TPP memberikan 
dampak yang baik bagi peningkatkan kualitas 
layanan di Badan Pandapatan Daerah, 
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karena para pegawai mendapatkan komitmen 
yang lebih baik dalam rangka untuk 
memaksimalkan kebijakan TPP tersebut” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 
September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Yudiansyah Latjinala, S.Sos., MAP, 
menyatakan bahwa:  
 “Saya secara pribadi beranggapan bahwa 
dengan adanya kebijakan TPP, membuat para 
pegawai khususnya Badan Pendapatan 
Daerah memberikan dampak yang sangat 
baik terhadap peningkatan kualitas layanan 
dan menjadi dorongan kepada para pegawai 
agar selalu memberikan kualitas layanan 
yang baik, ramah dan tidak melanggar 
aturan-aturan yang berlaku” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 17 September 2018).  
Hasil  wawancara  peneliti dengan 
Kepla Sub Bagian Keuangan dan Aset, Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Andi Arianza, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:   
“Pasca turunnya kebijakan TPP menurut saya 
kualitas layanan yang diberikan para pegawai 
yang ada di Badan Pendapatan Daerah sudah 
lebih baik dan secara pribadi saya melihat 
sendiri khususnya di sub bagian keuangan 
dan asset dimana semua staf saya yang 
melaksanakan tugas pokoknya sudah sangat 
baik dalam melayani para pegawai yang 
didalam kantor kita sendiri maupun orang 
yang diluar kantor Bapenda yang menerima 
pelayanan dari sub bagian kami. saya harap 
kualitas yang dihasilkan bisa dipertahankan 
dan lebih ditingkatkanbaik” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018).  
Hasil wawancara dengan Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian, Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novita, 
S.Sos., menyatakan bahwa:  
 “Tanggapan saya pribadi terkait kualitas 
layanan yang dihasilkan para pegawai di 
Bapenda setelah adanya pemberian tambahan 
penghasilan sangat berbeda sebelum adanya 
TPP, karena para pegawai itu sendiri 
mempunyai tanggung jawab masing-masing 
terhadap pekerjaan mereka dan apabila ada 
yang kurang puas dengan kualitas layanan 
yang diberikan oleh pegawai kami, maka saya 
pribadi akan menegur dengan yang 
bersangkutan” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 18 September 2018).  
Hasil wawancara dengan Staf Sub 
Bagian Keuangan dan Asset Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Siti Wardani, SE, MM., menyatakan bahwa:  
“Memberikan dampak positif bagi kami, kami 
merasa sangat terbantukan sehingga 
memberikan akses bagi kami untuk melakukan 
serta meningkatkan kualitas layanan dengan 
adanya kebijakan TPP tersebut” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 18 September 2018).  
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa kualitas layanan para pegawai di 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah yang diukur 
berdasarkan evaluasi terhadap peningkatan 
kinerja setelah adanya kebijakan pemberian 
TPP telah berjalan dengan masksimal. Untuk 
mendapatkan pelayanan yang bagus, kita tidak 
harus membutuhkan biaya yang mahal. 
Pelayanan membutuhkan komitmen dan 
keyakinan dari perusahaan untuk memberikan 
pelayanan maksimal kepada konsumen. 
Semua karyawan yang berhubungan dengan 
konsumen, harus menganggap diri mereka 
sebagai duta dari perusahaan. Service quality 
adalah seberapa jauh perbedaan antara 
harapan dan kenyataan para pelanggan atas 
layanan yang mereka terima. Service quality 
dapat diketahui dengan cara membandingkan 
persepsi pelanggan atas layanan yang benar-
benar mereka terima dengan layanan 
sesungguhnya yang mereka harapkan. 
Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang 
diperhatikan serius oleh perusahaan, yang 
melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki 
perusahaan. Mengacu pada pengertian kualitas 
layanan tersebut maka konsep kualitas 
layanan adalah suatu daya tanggap dan 
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realitas dari jasa yang diberikan perusahaan 
atau suatu organisasi pemerintahan.   
  
Responsivitas  
Dalam organisasi publik kemampuan 
merespon para birokrat dapat dilihat dari 
sektor publik internal dan eksternal terhadap 
organisasi. Ukuran keberhasilan internal 
seperti proses managerial, prosedur formal 
dan rutin, dari minat/kepentingan terbatas ke 
warganegara biasa yang juga menaruh 
perhatian dalam literatur manajemen. Sasaran 
utama mereka adalah untuk memungkinkan 
pemerintah pusat mengamankan kendali 
tertutup dari tim manajemen yang diserahi. 
Sedangkan sektor publik eksternal berkaitan 
dengan informasi tentang konsekuensi dari 
akrtivitas sektor publik, dengan demikian 
dapat memperbaiki pencapaian organisasi. 
Disini terkait dengan proses tanggung jawab 
(akuntabilitas) untuk merespon otoritas publik 
dari segala permintaannya, yang nantinya 
akan berdampak pada pengawasan internal, 
sehingga manajer dan pegawai negeri menjadi 
lebih peka terhadap tugas-tugas mereka dan 
sangat komitmen dengan melayani orang. 
Untuk lebih jelasnya, terkait dengan 
responsivitas pegawai pada Badan Pendapatan 
Daerah setelah adanya kebijakan TPP 
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, Drs. Abd Wahab Harmain, 
Apt., MM., menyatakan bahwa:  
 “Setelah adanya kebijakan pemberian TPP 
bagi Badan Pendapatan Daerah yang diatur 
dalam Peraturan Gubernur, maka saya 
merasakan adanya peningkatan respon oleh 
para pegawai di Badan Pendapatan Daerah, 
sehingga memberikan dampak yang positif 
terhadap peningkatan respon oleh para 
pegawai” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 11 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan 
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, Andi Hajidin, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:  
 “Perbedaan sangat signifikan dapat terlihats 
setelah adanya  kebijakan pemberian TPP, 
hal tersebut memberikan dampak signifikan 
terhadap  peningkatan responsivitas oleh 
para pegawai di Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 11 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Yudiansyah Latjinala, S.Sos., MAP, 
menyatakan bahwa:  
“Kebijakan pemberian TPP 
memberikan dampak terhadap peningkatan 
respon oleh para pegawai hal tersebut 
dibuktikan dengan peningkatan kinerja 
setelah adanya kebijakan tersebut, termasuk 
para pegawai yang ada diruangan saya 
sendiri setelah adanya pemberian TPP 
mereka menjadi semakin semangat dalam 
bekerja dan memiliki rasa tanggungjawab 
yang besar” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 17 September 2018).  
Hasil  wawancara peneliti dengan 
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Andi Arianza, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:   
“Responsivitas para pegawai menjadi 
lebih baik setelah adanya kebijakan 
pemberian TPP, hasil positif dari kinerja 
pegawai juga menjadi bukti terkait dengan 
dampak positif dari kebijakan tersebut” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 17 
September 2018).   
Hasil wawancara dengan Kepala Sub 
Bagian Kepegawaian, Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novita, 
S.Sos., menyatakan bahwa  
“Para pegawai memiliki peningkatan kinerja 
yang baik setelah adanya kebijakan 
pemberian TPP” (Wawancara dilakukan 
pada tanggal 18 September 2018).    
Hasil wawancara dengan StafSub 
Bagian Keuangan dan Asset Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Siti Wardani, SE, MM., menyatakan bahwa:  
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 “Setelah adanya kebijakan pemberian TPP 
khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, secara langsung 
memberikan dampak yang sangat baik 
terhadap peningkatan kinerja kami para 
pegawai khususnya dilihat dari respon kerja 
kami dan juga keinginan kami para pegawai 
bisa mensejahterakan kehidupan pegawai 
negeri sipil” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 18 September2018).  
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa dengan adanya kebijakan pemberian 
TPP, maka memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan kinerja melalui 
responsivitas kerja. Terkait dengan 
responsivitas kerja pegawai bahwa hasil 
evaluasi menunjukkan bahwa adanya upaya-
upaya yang relevan yang dapat dilakukan 
guna meningkatkan kinerja suatu organisasi, 
yaitu dengan memperhatikan faktor steers, 
faktor eksternal merupakan input, karena 
input merupakan aspek yang mempengaruhi 
kinerja organisasi, yang terdiri atas: 
pengawasan SDM, anggaran, sarana dan 
prasarana, dan budaya organisasi. Sedangkan 
yang dimaksud dengan faktor internal adalah 
hal-hal yang berkaitan dengan proses 
manajemen yaitu: proses perencanaan, 
pengorganisasian, proses pelaksanaan, proses 
penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi. 
Setiap aspek mempunyai aspek-aspek yang 
sama untuk muncul sebagai faktor dominan.  
  
Responsibilitas  
Responsibilitas menjelaskan sejauh 
mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik 
itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau 
eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik 
itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinspip administrasi dan peraturan serta 
kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya 
akan dinilai semakin baik. Apabila seorang 
pegawai bertanya dan orang bertanya dan 
orang yang ditanya dapat memberikan 
tanggapan dengan cepat dan tepat, maka orang 
yang ditanya tersebut disebut responsif.  
Responsif dengan demikian membutuhkan 
kemampuan beraksi dengan tata cara yang 
proposional dan dalam waktu yang segera. 
Sekalipun demikian, tidak semua yang segera 
itu baik.   
Untuk lebih jelasnya, terkait dengan 
responsibilitas sebagai indikator dalam 
melakukan evaluasi terhadap peningkatan 
kinerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah berikut adalah hasil 
wawancara peneliti dengan Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Drs. Abd Wahab Harmain, Apt., MM., 
menyatakan bahwa:  
“Kendala terhadap responsibilitas para 
pegawai dengan adanya kebijakan pemberian 
TPP adalah para pegawai masih belum dapat 
bertanggung jawab dalam hal responsibilitas 
yang baik. Demikian halnya dengan 
kedisiplinan yang menjadi dasar dalam 
pengukuran kinerja melalui indikator 
responsibilitas” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 11 September 2018).  
  Hasil  wawancara  peneliti dengan 
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, Andi Hajidin, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:  
 “Kedisiplinan masih menjadi permasalahan 
yang mendasar bagi para pegawai di Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, hal tersebut menjadi kendala dalam 
peningkatkan kinerja setelah adanya 
kebijakan pemberian TPP, salah satu contoh 
yang masih menjadi masalah dalam disiplin 
yaitu disiplin mengikuti apel pagi dan apel 
sore, dimana pada pelaksanaan upacara 
beberapa waktu lalu Pak Kaban telah 
menyampaikan terkait disiplin waktu dan 
secara langsung menegur salah satu pegawai 
yang jarang mengikuti apel ataupun upacara 
bendera”(Wawancara dilakukan pada 
tanggal 11 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Yudiansyah Latjinala, S. Sos., MAP, 
menyatakan bahwa:  
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“Saya secara pribadi beranggapan bahwa 
yang menjadi kendala dalam peningkatan 
kinerja pegawai Bapenda disebabkan oleh 
kedisiplinan pegawai yang masih rendah, 
saya ambil contoh diruangan saya sendiri 
disub bagian perencanaan dan program 
dimana masih ada pegawai saya yang sering 
terlambat masuk kantor” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 17 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Sub Bagian Keuangan dan Aset, Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Andi Arianza, S.E., M.Si., menyatakan 
bahwa:   
“Responsibilitas para pegawai di Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah masih belum maksimal, karena 
disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan 
pegawai meskipun dengan adanya kebijakan 
pemberian TPP” (Wawancara dilakukan 
pada tanggal 18 Desember 2018).  
Hasil wawancara  dengan Kepala 
Sub Bagian Kepegawaian, Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novita, 
S.Sos., menyatakan bahwa “Kendala dalam 
pemberian tambahan penghasilan pegawai 
(TPP) pada Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah adalah masalah 
kedisplinan. ini merupakan tanggungjawab 
saya selaku Kasub bagian Kepegawaian untuk 
mengevaluasi hasil absen kehadiran dimana 
para pegawai dikenakan pemotongan TPP 
terdiri atas aspek perilaku kerja sebagaimana 
dimaksud terdiri dari tidak masuk kerja, tidak 
apel pagi dan pulang cepat” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 18 September 2018).  
Hasil wawancara dengan Staf Sub 
Bagian Keuangan dan Asset, Badan 
 Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Siti Wardani, SE, MM., menyatakan 
bahwa:  
“Para pegawai di Badan Pendapatan Daerah 
masih memiliki kedisiplinan yang rendah 
meskipun telah diberikan kebijakan 
pemberian TPP, menurut saya pribadi selaku 
staf di kantor Bapenda masih ada yang 
terlambat masuk kerja ataupun apel pagi, 
tetapi dengan adanya aturan yang berlaku 
pegawai Bapenda harus menerima 
konsekuensinya sehingga memberikan dampak 
yang belum maksimal terhadap peningkatan 
kinerja melalui indikator responsibilitas” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 
September 2018).  
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa responsibilitas para pegawai 
berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan 
peningkatan kinerja dengan adanya kebijakan 
pemberian TPP khususnya kepada Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
Penekanan prinsip responsibilitas yaitu 
didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang 
berlaku dan melakukan kegiatan secara 
bertanggung jawab kepada stakeholder dengan 
tidak melakukan tindakan tindakan-tindakan 
yang merugikan stakeholders. Penerapan 
prinsip ini harus dengan kesadran dimana 
tanggung jawab merupakan konsekuensi logis 
dari adanya wewenag, menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara 
profesional dan menjunjung etika. 
Responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukan seberapa proses pemberian 
pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak 
melanggar ketentuan-ketentguan yang telah 
ditetapkan. Dalam artian responsibilitas 
menjelaskan apakah birokrasi publik itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar dengan kebijakan 
birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.  
  
Akuntabilitas  
Konsep akuntabilitas berawal dari 
pemikiran bahwa, setiap kegiatan  harus 
dipertanggungjawabkan kepada orang atau 
instansi yang memberi kewenangan untuk 
melaksanakan suatu program. Akuntabilitas 
merupakan kewajiban dari individuindividu 
atau penguasa yang dipercayakan untuk 
mengelola sumber daya publik dan yang 
bersangkutan dengannya untuk dapat 
menjawab hal-hal yang menyangkut 
kebijakan, managerial dan program. Dalam 
konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik 
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dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 
konsisten dengan kehendak masyarakat 
banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya 
bisa dilihat dari ukuran internal yang 
dikembangkan oleh organisasi publik atau 
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja 
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, 
seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, 
terkait dengan akuntabilitas sebagai indikator 
dalam melakukan evaluasi terhadap 
peningkatan kinerja pegawai di Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
berikut adalah hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Abd Wahab 
Harmain, Apt., MM., menyatakan bahwa:  
“Saya menganggap bahwa dari segi 
akuntabilitas untuk kinerja pegawai di 
sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan 
dengan baik dikarenakan pencapaian target 
kerja yang belum maksimal dimana masih 
banyak pegawai yang belum disiplin waktu 
dan kerja” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 11 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan 
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, Andi Hajidin, S.E., M.Si., 
menyatakan bahwa:  
“Seperti hanya penyampaian dari Kepala 
Badan, saya juga menyikapi bahwa 
akuntabilitas belum berjalan dengan baik 
karena kedisiplinan yang masih belum 
berjalan dengan baik sangat mempengaruhi 
nilai kerja” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 11 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Yudiansyah Latjinala, S.Sos., MAP, 
menyatakan bahwa:  
“Melihat hasil evaluasi kerja, belum 
menyatakan  bahwa akuntabilitas dari sisi 
kinerja belum maksimal”(Wawancara 
dilakukan pada tanggal 17 September 2018).  
Hasil wawancara peneliti dengan Kepala 
Sub Bagian Keuangan dan Aset, Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Andi Arianza, S.E., M.Si., menyatakan 
bahwa:   
“Sejatinya, dapat dianggap belum berjalan 
dengan maksimal karena disebebkan oleh 
beberapa hal termasuk kedisiplinan para 
pegawai” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 17 September 2018).  
Hasil wawancara  dengan Kepala 
Sub Bagian Kepegawaian, Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novita, 
S.Sos., menyatakan bahwa: 
“Penyelesaian kerja  yang belum sesuai 
dengan waktu yang ditentukan dan ditetapkan 
diakibatkan oleh keterlambatan kerja 
menyebabkan akuntabilitas belum maksimal” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 
September 2018).     
Hasil wawancara dengan Staf Sub 
Bagian Keuangan dan Asset, Badan 
 Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah, Siti Wardani, SE, MM., menyatakan 
bahwa:  
“Menurut saya sepatutnya kedisiplinan kerja 
menjadi acuan penting dalam rangka 
peningkatan kinerja pegawai sebagai bagian 
dalam penilaian akuntabilitas” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 18 September 2018). 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa indikator akuntabilitas untuk mengukur 
kinerja Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah belum maksimal. 
Hal tersebut disebabkan oleh nilai 
kedisiplinan yang masih belum dipatuhi oleh 
para pegawai, sehingga menyebabkan 
pencapaian target tidak memenuhi ketentuan 
yang telah ditetapkan, selanjutnya 
mengakibatkan kinerja belum maksimal. 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 
kewajibankewajiban dari individuindividu 
atau penguasa yang dipercayakan untuk 
mengelola sumber-sumber daya publik dan 
yang bersangkutan dengannya untuk dapat 
menjawab hal-hal yang menyangkut 
pertanggungjawabannya.   
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Produktivitas para pegawai pada 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan 
dengan maksimal dalam rangka 
peningkatan kinerja dalam pemberian TPP;  
2. Kualitas Layanan para pegawai pada 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan 
dengan maksimal dalam rangka 
peningkatan kinerja dalam pemberian TPP;  
3. Responsivitas para pegawai pada 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan 
dengan maksimal dalam rangka 
peningkatan kinerja dalam pemberian TPP;  
4. Responsibilitas para pegawai pada 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan 
dengan maksimal dalam rangka 
peningkatan kinerja dalam pemberian TPP 
disebabkan oleh kedisiplinan para pegawai 
yang belum berjalan dengan baik.  
5. Akuntabilitas para pegawai pada 
Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan 
dengan maksimal dalam rangka 
peningkatan kinerja dalam pemberian TPP 
disebabkan oleh pencapaian target yang 




 Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, 
maka saran dalam penelitian ini adalah Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sualwesi Tengah 
perlu memberikan sanksi terhadap para 
pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan 
yang rendah dalm rangka untuk meningkatkan 
kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah.  
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